Tugas 3
	NAMA
	:
	Yogi Ihsan Ahmad Rusmawan

	NIM
	:
	048623144

	MATKUL
	:
	Hukum Tindak Pidana Korupsi/FSIH4302

	JURUSAN
	:
	Ilmu Hukum

	KAMPUS
	:
	UT UPBJJ Bandung



Soal 
Dalam suatu kasus tindak pidana korupsi tentu sangat terkait dengan tindak pidana pencucian uang. pada kedua tindak pidana tersebut memiliki instrumen hukum yang berbeda. Lebih relevan menggunakan jenis dakwaan dan surat tuntutan manakah untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang jika dikaji dari melalui pendekatan maksimalisasi dan profit and benefit (ekonomi) dalam penegakan hukumnya? Jelaskan!

Jawab

tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan dua tindak pidana yang sering memiliki hubungan erat. Korupsi umumnya menjadi predicate crime (tindak pidana asal) yang menghasilkan keuntungan ekonomi secara melawan hukum, sedangkan pencucian uang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil korupsi agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Oleh karena itu, penegakan hukum modern tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku korupsi, tetapi juga pada upaya merampas hasil kejahatan yang telah dicuci melalui berbagai transaksi keuangan.

Apabila dikaji melalui pendekatan maksimalisasi penegakan hukum dan profit and benefit (economic approach), penggunaan dakwaan kumulatif antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan pilihan yang paling relevan. Dakwaan kumulatif memungkinkan jaksa mendakwakan pelaku dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekaligus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan model dakwaan ini, pengadilan tidak hanya menilai perbuatan korupsinya, tetapi juga proses penyembunyian, pengalihan, penempatan, atau penyamaran aset hasil korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari sisi ekonomi hukum (economic analysis of law), tujuan utama pemberantasan korupsi bukan hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku. Dalam banyak kasus, pidana penjara saja tidak cukup memberikan efek jera apabila pelaku atau keluarganya masih dapat menikmati hasil korupsi yang disembunyikan. Oleh karena itu, penerapan dakwaan korupsi yang digabungkan dengan TPPU memungkinkan negara melakukan pelacakan aset (asset tracing), pembekuan aset (asset freezing), penyitaan, hingga perampasan aset hasil kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan (crime should not pay).

Dalam penyusunan surat tuntutan, jaksa pada umumnya akan menuntut pidana pokok atas tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda, dan pembayaran uang pengganti kerugian negara. Namun apabila dikombinasikan dengan TPPU, ruang lingkup tuntutan menjadi lebih luas karena dapat mencakup perampasan berbagai aset yang terbukti berasal dari hasil korupsi meskipun aset tersebut telah dialihkan kepada pihak lain, ditempatkan dalam rekening berbeda, atau diubah bentuknya menjadi tanah, bangunan, kendaraan, saham, maupun investasi lainnya. Dengan demikian, negara memiliki peluang yang lebih besar untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan pendekatan maksimalisasi dan profit and benefit, penggunaan dakwaan kumulatif korupsi dan TPPU serta tuntutan yang menitikberatkan pada pemulihan aset (asset recovery) merupakan strategi yang paling efektif. Strategi ini tidak hanya menghukum pelaku secara fisik melalui pidana penjara, tetapi juga menghancurkan motif ekonomi yang menjadi pendorong utama tindak pidana korupsi. Ketika seluruh hasil kejahatan dapat dirampas negara dan pelaku kehilangan manfaat ekonominya, maka efek pencegahan (deterrent effect) menjadi lebih kuat dibandingkan apabila penegakan hukum hanya berfokus pada pemidanaan korupsi semata.

Dengan demikian, merujuk pada Modul HKUM4302 Tindak Pidana Korupsi, pendekatan yang paling relevan adalah menerapkan dakwaan kumulatif antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, disertai surat tuntutan yang tidak hanya menuntut pidana badan dan denda, tetapi juga mengutamakan pengembalian kerugian negara, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan. Pendekatan ini dianggap paling efektif dalam mewujudkan tujuan pemberantasan korupsi, yaitu menghukum pelaku sekaligus mengembalikan aset negara yang telah dirugikan.
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